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Kemaj uan—kemajuan yang dicapal daiam badang penerbangan khusus-
nya penerbangan internasional telah membawa banyak perubahan dalam
hubungan antar bangsa. Penerbangan sipil internasional telah ikut mempererat
dan memperiancar hubungan persahabatan antar:-bangsa-bangsa-di -dunia.’
Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Konvensi Chicago 1944 yang ber~_
bunyi : i o
“Where as the future development of international civil awatmn can
"‘Greaﬂ 'y helf'to oreate and proserve friendship and’ understandmcr among
He nations: and peopie of the WorId yet 1ts abuse can: become a Ihreat
Wafo the genera] Secunry, and W : HERMETIE : :

3? adi masa depan penerbangan 31p1 ,ntematzonai sangat membantu ciala _
mencaptakan dan memelihara persahabatan serta saimg pengeman di antara'f
bangsa—bangsa dan masyarakat di duma oleh karena n:u suain gangguan atas
penerbangan sipil internasion al dapat menj jadi ancaman bagl keamanan' :
umum,

Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam penerbangan sipik sebagal
sarana angkutan udara, kejehatan terhadap penerbangan sipil juga semakin,
berkembang. ¥ aitu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan dengan latar-

a3 ER ook s mee i brmtatamtan flaiaimai
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penerbangan sipil international ini sampai sekarang telah dikeluarkan 3 buah

konvensi international, yaitu - *

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Baar&
Airerafts, Tokyo, 1963; SATE LT B P
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aldrcraft, The

donesia telah menjadi’ peserta ketiga konvensi ini

dengan Undang-Undang No. 2 tahiumn 1976 Dan
lanjut dari ratifikasi tersebut, pada tahtin yang sama telah di-
ndang-Undang No. 4 tahun 1976, Kedua Undang-Undang ini
a diajukan oleh Pemerintah kepada Déwan Perwakiian Rakyat

enerbangan yang diatur dalam Konvensi The Haque 1970,- yaitu
hatan "penguasaan pesawat udara secara melawan hukum”, Selain

ztu tulisan ini dimaksudkan uniuk mengatahui negarasnegara yang ‘berhak

untuk menghukum atau mengambil tindakan atas pelaku kejahatan jenis ini,
Hal ini penting mengingat kejahatan berupa penguasaan pesawat udara secara
melawan hukum, umuemnya melibatkan kepentingan dari banyak negara.
Untuk it maka dalam tulisan inj pembahasannya akan dibagi dalam beberapa
bagian : 1. Pengertian dan Bentuk Vurisdiksi MNegara; 2, Konvensi The Hague
1870, terdiri dari: (a) Pengertian kejahatan penerbangan ; (b) Ruang lingkup
konvensi; dan (c) Yurisdiksi Negara, serta diakhiri dengan kesimpulan sebagzi
penutup tulisan ini. =~ oo o :

L Pe:ﬁger&ian dan bentuk Yurisdikasi Negara.
a. Pengertian,

o 'JIstiiah'-y.u risdiksi dapat dibedakan antara “ Jurisdiction to prescribe laws”
dan “jurisdiction to enforce laws”.:Jurisdiction to prescribe laws adalah
kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sedangkan
jurisdiction to enforce laws adalah berkaitan dengan kewenangan untuk
melakukan tindakan menurut atau sebagai akibat dari kewenangan untuk
membentuk undang-undang (urisdiction to prescribe laws). Pengertian
yurisdiksi itu séndiri masing-masing sarjana memberikan pengertian yang
berbeda-beda. ' ' -

1. Di.rje.n'l-.!ukﬁfn. dan ?érundangfuhdarfg:an Dep. Kehakiman RY. Sejan}ah’ Pebeu!ukan Undaag-ﬂaﬂsﬁg
Mo, 2 tahan 1976 tentang Pengesahan Konvenst Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvenst Montreal
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Menurut D.2.0 'Connell, yurisdiksi adalah;? ” the power of a sovereign

to.effvaf" the righis of person, whethér by legislation, by’ executive decree, or
‘Bythe judgement of 'd ‘court”; yaitu: kekuasaan suatu kedaulatan - untuk

mempengamhi hak-hak individu baik melahii ‘perundang-perundangan,
keputusan pemterintah maupun melalui keputusan suatu: pengadllan Penger-
tianini apabiladililiat dari praktek pelaksanaan yurisdiksi negara menurut
hukum international adalah terlalu sempit. Sebab kekuasaan suatu negara
“tidak hanyaierhadap orang, ‘tetapi juga terhadap-benda, wilayah dan
‘%éjadian-kejadian yang berkaitan'dengannya. Halini tampak jelas dalam pasal
2 Drafts Declaration of Rights and Duties of States yang mepentukan : "Every
“state: bas ‘thésright ifo exercise; ;urxsdmuon over: its temtory .and:over “all
persons and things therein. i %o vewr o e e N

i ebih lanjut berkenan dengan pengeman yurlsdzkasx Imre Anthony
Csabafi, menyatakan: ?

.....

executive or judicial measures the rights of persons, property, acts or events
with respect vo maiters not exclusively of dam_esn'c concern”.

“.....means the right of a siate ro regulate or effect by legislative,

Jadi vurisdiksi adalah hak dari suatu negara uniuk mengatur atau mem-
pengaruhi melalui tindakan legislatif, eksekutif ‘atau judikatif hak-hak
individu, benda, perbuatan atau kejadian-kejadian yang berkenan dengan
raasalsh-masalah vang secara ekslusif-tidak termasuk urusan domestik:
“Diari beberapa. pengertian wyurisdiksi:dia atas, maka  dapat ' diambil
kesimpulan bahwa ‘yang’ dimaksud dengan yurisdikszi megara -adalah
kewenangan hukum dari suatu negara untuk membentuk danmelaksanakan
atan menerapkan peraturan pernndang-undangannya terhadap orang, benda,
perbuatan. atau - kejadian-kejadian -vang-berhubungan dengannya dan
mengambll tmda}(an atas p@ianggaran terhaéap pemndang-undangan itu.

ia Eemuk Ynmsdxkss Negam.

Membwarakan bentuk ‘yLl’iSd!kSi negara, dapat bertoiak dan pendapat
yvang dikemukakan oleh Schwarzenberger, 4 yang menyatakan bahwa untuk
meuge‘cahm benfuk- hentuk yunsdﬁzsa negara ha.rus chadakan pengklasxf;ka—
51an sebaga1 benkut ' :

1 Klas;ﬁkas; berdasarkan obyek yur;sdak:sz, yang memmbulkan bentuk
B yunsdka personai dan yurxsﬁxksx tentonal

L p.P.O 'Connefl., International Law for Sted , Stevens & Sons, London. :1971,- i}al; 25! :

3. bmre Anthony Csabafi., The Concept-of Staxeéumdkﬂon in §ntema!iona1 Space Law Mamnns Ni jhoff
The Hague, 1571, hal. 49 - :

4, Qahwarrenhareer A B 8§ of Tatermationed Dom  SiH 34 Qeavens & Qane T acdan 1887 hal OF
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Kiassf;kasx berdasarkan mfat khusus dan t1dak khusus pe!aksanaan
yunsd1!<51 memmbulkan bentuk yurisdiksi biasa (ordmary gunsdlcnon) dan

- Juar; biasa (extra-ordinary Jurisdiction); . .
3.:Klasifikasi:berdasarkan ketentuan-ketentuan yang membatasx pelaksana—
. .an-kedaunlatan, menlmbulkan ‘bentnk yurlS(hkSi terbatas dan tidak ter-
:».;.;,_atas dan- P . . ;
- Klasifikasi berdasarkan ketentuan yang mengatur kehldupan bersama
subvek hukum: mtemasmnal memmbuikan bentuk yurldekﬂ akiual dan
" yurisdiksi ‘potensial.’
R Se!an}utnya dalam ajaran (dnctrme) hukum mternasxonai dxbedakan 4
MAacanm azas yang menetapkan dasar hukom yur1sd1k51 nasaona.l SuAty negara,
yaltn 5 ; . . . 1LY

1. Aras kewilayahan (Territoriality pnnmpie},
'.2 Azas personahtas (Personahty prmcmie),

3. Azas perhndungan (Protectxve pronciple); dan

‘ 4 Azas unwersahtas (Umversahty pnncxpie)

-+ Yurisdiksi negara juga dapat dibedakan dalam 3 tipe, vaitu: (a) tentonal-
itas; (b) quasi-teritorial;-dan (c} personalitas. Dari ketiga tipe ini yang perlu
disinggung berkenaan dengan kejahatan dalam kontak tulisan ini adalsh tipe
guasi-teritorial. Adapun pengeman yunsdlksx quas;~!;entor1a1 menurut Bin
Cheng adalah - s ; i : z

”T he SUm torai of tbe power of a State in respecr of ships, aircraft ana‘
" spacecraft (to.extent to which they are also granted legal personality)

having its nationality.... Quasi-territorial jurisdiction differs .from

personal jurisdiction in tbat it extends not only o the craft in question

but also to all persons and things on board including the actzvmes of
-if-such persons Whether on board the craft or efsewhere”

J adi mernpakan kekuasaan mutlak dari suatu negara berkenan dengan
pesawat udara, pesawat ruang angkasa dan kapal-kapal yang berkebangsaan
negaranya. Dan yurisdiksi quasi-teritorial dibedakan dari yurisdiksi personal
yang diperluas tidak hanya terhadap pesawat tepi juga bagi setiap orang dan
benda di pesawat, termasuk kegiatan orang-orang tersebut baik di pesawat
atau di tempat lain. o : S

5-.imré‘Amhony Csabafi., Op. Cit, hal. 56, Untuk Jelasnya arti dari masing-masing azas m: likat lebih ian]ut
Michael Akehurst., & Modern Introduction (o Intermational Law. George Allen and Unwin ¥ Ltd; London,
1970, hal. £31-132



i e urisdiksi quasisteritorial ini dikaitkan dengan perkembangan padamasa
sekarang:ini, dianut-hanya jika pesawat udara yang bersangkutan sedang: tep :
bang:di:atas Jaut- lepas; atan ‘di. atas-wilayah-tak bertuan Jlainnya; mlsaI»
nya di Antariksa. Sebab pada masa sekarang.ierhadap suatuspesawai -
udara dapat dilaksanakan yurisdiksi beberapa negara Hal ini akan tampak
jelas pada pembahasan-pembahasan berikut imi.- S mgrdneetf gren g

Kejahatan penerbangan dapat mencakup kejahatan yang dﬂakukan i
dalain pesawat udara’yang sedang dalam’ pénérbangan (in flight) atan pesawat
sedang dalarti dinas (in serviée) dan Kejahatan terhadap prasarana penerbang—
anffairnavigation facilities)) Seperti diketahui bahwa kejahatan vang dilaknp-
kan di pesawat yang sedang dalam penerbangan diatur dalam Konvensi Tokyo
1963 dar; Konvensi The Hagde 1970,namun perbedaannya adalah dari sudut
obyek kejahiatan: Konvensi Tokyo, kejahaian ditujukan terhadap orang dan
barang—baraag, 7'sedangkan’ dalam’ Konvensi The Hague kejahatan. ditujus
kan kepada pesawat udara; yaituw'berupa penguasaan pesawat udara secara
melawan hukum.

Konvensi The Hague 1970 mulai berlaku pada tanggal’ 14 Oktober 1971
Dan apa yang dimaksud dengan penguasaan pesawat udara secara melawan
hukum {uniawfui selzure of aircraft} dztentuka.n dalam pasal i yaltu

ARy person Wbo on boara‘ an afrcraft in ﬁzght R T
a. unlawfully, by force or threat therecf, by any other form of
o8 intimidation, seizures; Grexerc,rses conrrol or, rbat azrcraft or aatempis
“to ‘perform any such act, ‘or' : : :
. is'an accomplice-0f a person who perfarm ‘or attempts te perform
‘any such act’ comrmts an offence (heremafter referred to as “the
& OffEHCE”)” Lo 0 TR e i i e Sl B T T

Datiketentuan pasal 1'di atas, maka vang dimaksud'dengan kejahatan berupa
penguasaan pesawat udara’secara melawan hukum adalah secara melawan
hukum’ dengan ‘Kekerdsan ‘atay’ ancaman ‘kekerasan atau setiap bentuk
mumxdasa laininya, merampas atay mengam‘ml ahh pengawasan pesawat udara
yang sedang dalam penerbangan. © 7

Selanjutnya yang dimaksud dengan sedang dalam penerbangan {in flight}
adalah sejak saat semua pintu luar pesawat ditutup setelah naiknya pe-
numpang {embarkasi) sampai saat pintu tadi dibuka untuk menurunkan pe-

7. Pasal 1 ayat {1.b} Konvensi Tokyo 1963 menentukan yang dimaksud kejahatan dalam Konvengi ini adalah;
"ast which, wheater or not ihey are offences, may or do Jeopardnze the safety of the aircraft or of pcrscm

. e
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numpang (disembarkasi}. Dan dalam hal terjadinya pendaratan darurat, suaty
pesawat udara tetap dianggap "dalam penerbangan” sampai saat pejabat vang
berwenang mengambil alih tanggungjawab terhadap pesawat penumpang dan
barang—barang d1 dalamnya 8- : i s

b Ruang !mgimp Kenvensn

Konvensi ini berlaku apabila tempat tinggal landas atan tempat pen-
daratan yang sebenarnya dari pesawat udara yang di atasnya terjadi kejahatan
terletak di luar daerah dari negara tempat-pendaftaran pesawat (state of
reglstration}, tampa mempersoalkan apakah daiam penerbangan mternasxonaE
atau domgstik.$ s - S
Dalam hal: ”mternatxonai operanon agencxes”, _dxmana suatu negara di
tun;uk menjadi negara tempat pendaftaran, maka Konvensi ini juga tidak
berlaku jika tempat tmggal landas dan pendaratan sebenamya di wilayah yang
dltun}uk Gtulo

++Oleh karena itu Konvens1 The Haque 1970 hanya | beriaku bagl pelaku
kejahatan berupa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum apabila
perbuatan -itu -dilakukan terhadap pesawat udara yang berangkat atan
mendarat-di wilayah negara selain negara pendaftaran pesawat.

¢ Yunsdnksa Negara..‘ -2

Berkenaan dengan yunsdlkm negara terhadap pelaku penguasaan pesawat
udara secara melawan hukum dalam Konven51 inidiatur dalam pasai 4, yang
menentukan : o o \ )

S 5 Each Contracting State shall take such measures as may be neces-
sary to establish its jurisdiction over the offence and any.other act
v of violence against passengers or crew committed by the alleged
offender-in connection with the offence, in the following. cases :
a. When the offence is committed on board an aircraft registered
in that state;

- +b.:When the aircraft on board which the offerice is committed fands

.tw = i Jts territory with the alleged -offender:stili on board: . _
© ¢...‘When the offenceis committed on board an aircraft leased without
- crew to.a lessee who has his principal place of business or, if the
lessee has no such place of business, his permanent residence, in

‘that Stare, S s e : _—

8. pasai 3 avat Ay -

X Mid, ayat @y

.
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Yurisdiksi.

'Eacb Contractmg State shall likewise take such measures as may be
‘:::necessary toestablishuits: Jurisdiction: over the.offence in the case.
where the alleged offender:is present.in its temtory and its does not
extradite him pursuant t0 Article'8-ic any of the States mentioned
in paragra ph 1 of ﬁHS Amc]e .

; Tfus ; Conventzon does ‘not exc]ude any cr;mma] ]uﬂSdICthH
exerczsed m Gaccordance with naﬂona] Iaw : :

Eerdasarkan ketentuan ch atas maka negara—negara yang mempunyaz hak
umuk menjalankan yurisdiksinya terhadap pelaku penguasaan pesawat udara
secara melawan hukum ‘adalah:: Wi i ¢

negara tempat pendaﬁaran pesawai

negara dlmana pesawat udara mendarat dan peiakunya maszh berada
’-dldlam pesawat, dan IR KT

e, MEgATA tempat kedudukan usaha atau tempat unggal tetap penyewa
; dalam hai pesawat udara dlsewa tanpa awak pesawat 2

?asal 4 ayat (2} memperit.as negaraﬂnegara yang mempunyai yurlsd1k51, yakm
selain'negara tersebut dalam ayat(1):adalah semua negara yang:di: wilayah-
nya'si pelaku berada dan tidak dieksiradisikan. ‘Ketentuan ini‘mengandung
konsekwensi bahwa setiap negara peserta konvensi yang di-wilayahnya pelaku
berada dapat:melaksanakan yurisdikasinya apabila pelakuitidak diekstradisi:
etentuan pasal4 avat (2) tampak bagi kita kalau terhadap pelaku penguasaan
pesawat: udara ‘secara: melawan hukum ‘mengarah i kepada ”universa!
}unsdzctzon SRR
! Berkenaan dengan ekstradisi pelaku penguasaan pesawat udara secara
meiawan hukum yang dlmaksud pasal 4 ayat (2}, diatur dalam pasal 8 yang
menentukan . - : e

i ’1 The offence shaﬂ be deemed to: be mcluded asan extradjtable offencc

Contracting States:undertake to'include the offence as an extradit-
-able: offence in. every extrad:tzorz treaty to be conc]ua'ed berween
:..them ; I -

cind.odfa Conrra’cting State which-makes extradition conditional bn the
©- - existence of a treaty receives‘a request for exradition from another

v Contracting State with which it-has wo extradition treaty, it may at

.. its option consider-this Convestion as the legal basis for extradition

in resnect of the offence. Fxiradition shall Be subisct to the Athar

win‘:any- extradition “tready-existing " between’ Contracting “States. ..
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3.« Contracting States which do not make extradition conditional on

v the:existence ‘'of a treaty shall recognize the offence as an extradi-

« - able offence between themselves subject to the conditions probided
by the daw of the requested State. . E

4. The offence shall be treated, for the purpose of extradition between
i+ Contracting States, as if it had been committed not only in the place
in which it occured but also in the territories of the States required
to establish their jurisdiction in accordance with Article 4,
coparagraph - d Faocs piaoer S g s Hh s i e

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 8 bahwa kejahatan berupa penguasaan
pesawat udara secara melawan hukum harus dianggap sebagai kejahatan yang
dapat diekstradisikan dalam setiap perjaniian ekstradisi antara negara-negara
peserta dan harus dimasukkan dalam perjanjian ekstradisi yvang akan mereka
buat. Dan apabila tidak ada perjanjian ekstradisi, maka Konvensi The Haque
1970 dapat dijadikan dasar hukum dan pengekstradisian penjahat tunduk pada
syarai-syarat yang ditentukan oleh negara yang dimohon (requested state).

« Ketentuan: ini «telah -menutup kemungkinan bagi si pelaku untuk
meloloskan diri dari penghukuman, sebab adakalanya pelaku kejahatan pe-
nerbangan tidak dapat diekstradisikan dengan alasan tidak ada perjanjian
ekstradisi. Namun demikian tetap mengandung kelemahan jika Konvensi inj
vang-dijadikan dasar hukum, vaitu'harus melalui saleran diplomatik, Dengan
melalui saluran diplomatik selain diperlukan tata cara (prosedur} yang berbelit-
belit, juga bagaimana.jika di antara negara-negara yang bersangkutan tidak
mempunyai hubungan diplomatik. Kelemahan yang lain walau ada perjanjian
ekstradisi, kejahatan penerbangan sering tidak dimasukkan sebagai kejahatan
vang dapat diekstradisi, misalnya dalam perjanjian antara Indonesia dengan
Thailand, 1! :

- Dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara ber-
sangkutan dan konvensi dijadikan dasar hukum, maka ekstradisi itu tunduk
pada syarat yang ditentukan oleh negara yang dimohon {requested state), ini
berarti dapat atau tidaknya si pelaku diekstradisikan tergantung pada negara
yang dimohon. Oleh karena itu adanya kemungkinan si pelaku akan lolos
dari,penghukuman akan tetap ada; apabila menurut ketentuan hukam negara
yang dimohon bahwa kejahatan itu: mengandung unsur politik.
-.-Kejahatan berupa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum ini
akan semakin rumit jika dikaitkan dengan kejahatan politik, sebab yang sering
terjadi justru kejahatan jenis ini berlatar belakang politik. Kasus Dawson’ s
Field telah memberikan contoh kepada kita. Yakni dimana dajam bulan
September 1970 beberapa orang Arab Palestina telah berhagil menguasai figa
pesawat udara sipil dan memaksanya mendarat di Dawson's Field, Jordania.
Masing-masing pesawat didaftarkan di Switzerland {milik Swissair), di Inggris

'E D



(milik B.O.A.C) dan di Amerika Serikat (milik T.W.A). pel
menuntut dibebaskannya sejumlah anggota gerilya Palestina yang. chtahan
polisi ‘di’ London dan kemudian mereka meledakan pesawat.i2

us yang lam_a alah kasus yang memmpah pesaw_at Boemg 747 mihk

tangga} 13 terbang menu}u Aljazair serta pada tanggal 20 Aprll drama
pembajakan__lm berakhir dengan pembebasan para pelaku sebagai imbalan
' andera ‘Tuniutan para pelaku dalam peristiwa ini adalah
memmtu pembeb&san 17 Grang Sylah Irak yang du:ahan di Kuwait karena
terlibat * dalam’ smentetan pengeboman_ di Kuwait City. dalam bulan
Deésemnber 1983 Dalam’ peristiwa ini para pslaku meiakukan pembunuhan
terhadap 2 orang penumpang. !

. Dari kedua kasus. di. atas dilihat dari tuntutan para. pelaku, yaitu
pembebasan bagl rekannrekan mereka vang.ditahan karena terlihat:grilva dan
pengeboman kiranya dapat  dikatakan bahwa. para pelaku melakukan
ke;ahata'l politik. Namun karena ditkuti cleh serangkaian kejahatan peng-
rusakan dan pembunuhan maka tidak lagi merupakan kejahatan politik
s, bahwa dapat dikategorikan kedalam kejahatan biasa.-

Oleh sebab itu hendaknya dalam melibat kejahatan penguasaan pesawat udara

secara melawan. hukum .ini haruslah dibedakan antara kejahatan politik

ata dengan ke]ahatan vang t bermotlfkan pohtzk Karena apabila tidak.
can, . maka ada kemungkinan bahwa npelaku penguasaan pesawat. udara;
secara m{:lawan hukum akan iolos dari ancaman hukuman, sebab-dapat saja:
si, pelaku dengan bersehmut kejahatan. politik tidak. dapat d:ekstradisl dan.
meminta perlindungan di negara-negara lain. . .

Akhirnya perlu juga disinggung disini adalah ketentuan pasai 2 Konvenm__
yang menentukan:” Each Coniracting State undertakes to make the offence
punishable by severe penalties”. Dan konvensi sendiri.tidak-menjelaskan:

bagaimana bentuk hukuman yang termasuk “severe penalties (hukuman yang .

berat)” » hal ini tampaknya dlserahkan kepada hukum nasicnal maszno-masmb_' .
benarkan bahwa setiap negara peserta dépat menjatuhkan hukuman
maksimum terhadap pelaku pengnasaan pesawat . udara secara meiawan'_;
hukum o . _ :

12. Hams DJ Cases and Maimais on Entemanona! Lssw Sweet&Maxweli London 1979, hal, 265

13, Tempo No. 7 Tahun XV, 16 Apr:! 1088 dan No. § Tahun XVIII 23 April 1988 séria Maran Umam:
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Kesimpulan.

' "D’ari'in‘aiax_i di atas dapat_ ditaﬁk bebétépa késimpﬁlah sebagai bérikui :

1. Yunsdzkm negara yang berlal»:u terhadap peiaku penguasaan pesawat udara
' "secara meiawan hukum adalah yurisdiksi dari negara tempat. pendaftaran'
' ,': pesawat mendarat dnnana si peiaku masih berada di atas pesawat _
- negara tempat kedudukan usaha atau tempat tinggal tetap si penyewa
“'dalam hal f:.esawat dlser tanpa awak dan semua negara dimana pelaicu_
' berada Ketentuan i ini menunjukkan bahwa Konvenm The Haque mengarah,

ke da ”umversal Junsdlcnon”

2.’Ke;ahatan berupa ”unlawful seizure of alrcraf!;” ciapat berbentuk pe—‘_
nguasaan atau perampasan pengawasan pesawat udara dengan meng{
:gunakau kekerasan atau ancaman kekerasan atau bentuk intimidasi Jain-
“nya, termasuk percobaan wniuk melakukan perbuatan pengtzasaan pesawat.
udara secara melawan hukum: dan 1

3. Dalam Konvensi The Hague yang menjadi masalah adalah ‘berkenaan
‘dengan lembaga ekstradisi (pasal 8), mengingat kejahatan politik dikecuaii-’
kan dari ekstradisi.'Sedangkan ada kecendemngan bahwa kejahatan berups
penguasaan pesawat‘udara secara melawan hukum lebih banyak dilatar
belakangl oleh' tuntutan-tuntutan politik dari para pelaku, namuntidak
jarang diikuti pula oleh tindakan' pengrusakan dan pembuauhan terhadap
‘para’ ‘penumpang yang’ dljadlkan sandera. '
: Oieh karena itu mengingat’ kejahatan berupa penguasaan pesawat udara’
secara - melawan - hukum ini’ senantiasa membahayakan kemanan dan”
kesclamatan pengrbangan sipil yang pada akhirnya nyawa Orang-orang vang’
tidak bersalah, kiranya sudah selayaknya diadakan kerjaéama international -
yang lebih - efektif dalam menanggulangi ‘masalah ini. Misalnya dengan’
mengadakan Konvensi yang terinci dalam merumuskan semua aspek yang
menyangkut kejahazan dalarn duma penerbangan i
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